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MK Putuskan Anggaran Program
NMBG Dipisahkan Dari Pendidikan

"Pemerintah dan DPR Rl tidak
perlu m;

Mahkamah Konstitusi (MK)
memutuskan anggaran Program Makan

inya, termasuk hak Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat

(31/7/2026).
s

20 persen dari APBN. MBG bukan nunggu dua tahun untuk

i Gratis (MBG) harus P utama i Nasional Per putusan Nasional Jaringan
dari anggaran pendidikan dalam pendidikan. an dan Guru (P2G), Satriwan Konstitusi. MBG harus segera Pemantau Pendidikan Indonesia (JPP1),
Anggaran Pendapatan dan Belanja Koalisi Selamatkan Pendidikan Salim, i dari angg, Ubaid Matraji, juga mengapresiasi

karena MK masih memberikan masa
transisi hingga paling lambat Tahun

Negara (APEN) pada tahun-tahun
berikutnya.

putusan MK. la meminta Pemerintah
dan DPR segera merespons serta

Indonesia menilai putusan tersebut
menegaskan bahwa MBG bukan

dalam APEN. Bila tidak segera
dilaksanakan, Pemerintah telah

Meski demikian, MK pa bagian dari fungsi 2028 untuk amanat dan putusan tersebut dengan
program MBG tetap i dijamin i MBG dari gury,” kata Reza. memisahkan pembiayaan MBG dari
sebagai program prioritas pamerintah.  dalam Pacal 31 ayat (a) UUD 1945. pendidikan. Sementara itu, Menteri K i

adewa memastikan Di si

Selain itu, MK juga menegaskan Karena itu, anggaran Program MBG "Sebenarnya kami para guru cukup Purbaya Yud| ain, Anggota Komisi X DPR RI,

pemisahan anggaran MBG dari dana harus dipisahkan dari mandatery kecewa karena MBG telah akan i putusan Abdul Fikri Fagih, menyatakan putusan
pendidikan harus mulai diterapkan spending anggaran pendidikan langsung terhadap kesejahteraan dan MK yang mewajibkan anggaran MK akan menjadi catatan penting bagi
paling lambat pada APBN 2028. Artinya, Kaoalisi juga mendesak DPR RI kepastian karier guru. Sampai kapan program MBG dari dan DPR dalam menyusun
penyusunan APBN 2026 dan 2027 dan Pemerintah untuk segera guru honorer dan guru PPPK paruh pendidikan. kebijakan anggaran serta regulasl
yang telah berjalan tidak diwajibkan menindaklanjuti putusan MK dengan waktu yang selama ini idak Namun, ia ke depan.

struktur struktur APBN serta
mengeluarkan pembiayaan MBG dari
alokasi
Selain itu, koalisi mengingatkan
agar putusan MK dipatuhi secara utuh.
Artinya, penyediaan anggaran untuk
Program MBG tidak boleh mengurangi
atau hak-hak

manusiawi harus menunggu?” ujar
satriwan.

tersebut baru akan menjadi acuan
dalam penyusunan anggaran APBN
2028, sehingga tidak memengaruhi
anggaran yang telah disusun untuk
tahun i

"Kita ikuti putusan MK. 2028 kan
berlakunya? Oh ya buat 2028 saja,’
kata Purbaya di Kompleks Istana

tindak lanjut atas putusan tersebut akan
dibahas bersama Pemerintah.

Untuk mengetahui lebih lanjut
DPR maupun
sipil terhadap putusan MK tersebut,
berikut wawancara dengan Anggota
Komisi X DPR Rl Abdul Fikri Fagih dan
Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji.

untuk langsung

anggarannya.
Gugatan tersebut diajukan Yayasan

Taman Belajar Nusantara yang menila

penggunaan anggaran pendidikan

untuk MBG bertentangan dengan

Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 yang

alokasi angg

itu, Reza Sudrajat, guru
honorer asal Karawang yang juga
menjadi pemohon dalam perkara
tersebut, menegaskan Pemerintah dan
DPR tidak perlu menunggu dua tahun
untuk melaksanakan putusan MK.

UBAID MATRAJI, Koordinator Nasional JPPI

Kami Kecewa, Kasi
Transisi Hingga 2028

ABDUL FIKRI FAQIH, Anggota Komisi X DPR RI

Putusan MK Jadi Catatan
Yang Penting Bagi Kami

(44

Putusan ini semakin

f0rc: 16 PRBAD!

Apa kamentar Anda atas s
an MK y: vatakan anggaran
Program Makan Bergizi Gratis
(MIC) Trak lagl saonumimanan
anggaran pendidikan’

Kami menyambut baik Putusan

APRN 20287
Kami kecewa karena Mahkarmah
masih memberikan masa transis
hingga paling lambat APBN 2028
dua tahun sejak putusan di-
ucapkan
Masa transisi ter
Jdr\gdml tak

ut terlalu pan-

berlindung di balik
frasa "paling lambat!
Kepatuhan terhadap
konstitusi harus
ditunjukkan dengan
memisahkan pembiayaan
MBG mulai APBN 2027.

Apa dampak dari adanya masa
transisi Ningga 20257
wunda punnuhuu ngga
berartl moembor ruang sate takan lagi
bagi anggaran pendidikan untuk di-
bebani program nonpendidikan. Yang

Cratis (Perkara Nowmos 40/
XXIV/2026).

Putusan t t menegaskan
bahwa Program MBG bukan meru-
pakan komponen utama pendi-
dikan
M

lagi menjadi bagian dari anggar-
an operasional penyelenggaraan

sendir
Karena ito, Bermerintah don DPR har
menjadikan APBN 2027 schagai titik
awal total

kit Selolab S Yans macin
menerima kescjahteraan yang tidal

MBG dari alokasi anggaran pendi
dikan yang dijamin konstitusi, yakni
minimal 20 persen.

tusan ini tidak boleh dibaca
sebagai lampu hijou untuk kembali
menggunakan dana pendidikan pada
APBN 2027. Pemerintah jangan
i liiatig bl

layak yang teap belajar di
ruang kelas yang rusak.

Apa harapan Anda setelah putusan
ini?

Kami meminta Pemerintah segera
memisahkan seluruh anggaran
M i alokasi anggaran pen

menguatkan posisi
Indonesia sebagai negara
hukum (rechtsstaat),
bukan negara kekuasaan
(machtstaat). Putusan
MK harus dihormati dan
menjadi pedoman.

Pagaimana pandangan Anda fer-

Ragnimana anggapan And ferta

hadap putus onsti-
tusi terka m)g_gnrun ngmm Ma-
kan Bcrg\d Gratis (MB(

Kami menghormati rumm. Math-
kamah Konstitusi Nomor 40/PUU-
XXTV/2026 mengenai pengujian
materiil Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2025 tentang APBN 2026
terhadap UUD 1915

Putusan MK yang menyatakan
pembiayaan Program Makan Bergizt
Gratis tidak lagi .

lershii?

mal km e

Dalam Rancangan Undang-1Tn-
dang Sistem Pendldikan Naslomal
(RUU tidak

Putusan ini s
posist Tndoncsia sebagal mgud
hukum (rechtsstaat). bukan negara
kekidasian (machistiss). D itisai
MallomehiK) i harus di

‘Gan mengadl pedoman d
Penyclengarann Fomenatahan

Apa langkah lanjutan setelah
putusan ini7
2

garan pandidikan memeukan indak
lanjut dari Pemerintah

Tindak lanjut seperti apa yang
dimaksud?
Terutama dart Kementertan Ke-

strategis Peme-
atah, scperti Makan Bergizi Cratis
Sckolah Unggulan
gram prioritas lain-
nya, tetap harus diimplementasikan
sccara bertahap sesuat dengan re-
gulast, ata kelola yang batk. scria
ukum dan konsti

uangan d karena per

masuk pada rincian pengalokasian
anggaran seperti itu. Persoalan int
berada dalam ranah Undang-Undang
APBN, sementara gugatan yang dipu-
tus Mahkamah Konstitusi memang
secara spesifik menyangkut penga-
lokasian anggaran, termasuk sumber
pendanaan dan penggunaannya.

Apakah putusan MK ini akan
ditindaklanjuti oleh Komisi X DPR?
Putusan MK ini akan meryadi catatan

U Sisdiknas. Ke depan

mengenai anggaran pendidikan tidak

Kiorya menesskun kembal ketensn
D NRI ok

" Kepa terhadap konstitusi  APRN 2027, seria mener soalan ini bersifal C teknao- pe ara
Bagaimana tanggapan Anda i ditwnjukkan dengan memisah- — pemblayaan MBG dalam pos ang- Kratis serta ln».kau.m d('ngdll peren-  Bagaimana dengan desalian agar  dun spe Tk it kot e
hadap ketentuan bahwa aturan kan pembiayaan MBG mulai APBN  garan tersendiri di luar fungsi pen- canaan da mggaran  anggaran MBG didikan @ tidak nbulkan

baru berlaku paling lambat pada

2027,

didikan. mREN

negara.

kan dari anggaran pendidikan?

penafsiran yans torlaha loas. m Ren
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